
 
 

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR 

DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR  

DI KOTA BANGKINANG 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

OLEH : 

 

NICO OKTA SABRI 

NIM. 11770513267 

 

 

 

 
 

PROGRAM S1 

PRODI ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2022 M/1443 H 



 
 

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR 

DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR  

DI KOTA BANGKINANG 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti  

Ujian Oral Comprehensive Srata 1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

 

 

OLEH : 

 

NICO OKTA SABRI 

NIM. 11770513267 

 

 

PROGRAM S1 

PRODI ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2022 M/1443 H 







 



i 
 

ABSTRAK 

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM 

MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR KOTA 

BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR 
 

Oleh : 

NICO OKTA SABRI 

NIM. 11770513267 

Penelitian ini dilatar belakangi terjadinya peningkatan jumlah kendaraan yang 

menggunakan area parkir maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan 

pemerintah kabupaten kampar dari pos penerimaan retribusi parkir.Maka dari itu 

Pemerintah kabupaten Kampar Melalui Dinas Perhubungan bisa lebih 

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir dengan menambah 

titik titik lokasi di bangkinang kota yang dilihat dapat menjadi sumber 

pemasukan. Penelitian ini  dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar. Adapun tujuan penelitian ini  adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana 

Peranan  Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Retribusi 

Parkir di Kota Bangkinang.2) Untuk mengetahui hambatan Dinas perhubungan 

dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.. 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif . 

Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan dapat di 

simpulkan bahawa Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar belum berjalan 

secara optimal atau terlaksana dengan baik. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas 

perhubungan masih belum tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat 

Penerapan sistem pengelolaan parkir belum sesuai dengan peraturan yang ada, 

karena mengalami banyak hambatan di lapangan. Hambatan tersebut adalah 

belum seluruh wajib pajak terdata dalam daftar pengelola pajak parkir di 

bangkinang kota. Serta tidak diterapkannya sanksi yang nyata bagi wajib pajak 

yang kurang atau terlambat dalam membayar pajak. 

Kata Kunci: Peranan, Dinas Perhubungan, Retribusi Parkir 

 

 

 

 



ii 
 

ABSTRAK 

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM 

MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR KOTA 

BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR 
 

Oleh : 

NICO OKTA SABRI 

NIM. 11770513267 

This research is motivated by an increase in the number of vehicles using the 

parking area, it will automatically increase the receipts of the Kampar district 

government from the parking retribution receipt post. in bangkinang city that can 

be seen as a source of income. This research was conducted at the Department of 

Transportation of Kampar Regency. The objectives of this research are: 1). To 

find out how the role of the Department of Transportation of Kampar Regency in 

increasing Parking Retribution in Bangkinang City. 2) To find out the obstacles of 

the Department of Transportation in managing parking fees in Bangkinang City 

of Kampar Regency. The type of research used in this study is qualitative. Based 

on interviews, documentation and observations in the field, it can be concluded 

that the Department of Transportation of Kampar Regency has not run optimally 

or carried out well. Obstacles Faced by the Department of Transportation is still 

not firm in carrying out its duties as an apparatus The implementation of the 

parking management system is not in accordance with existing regulations, 

because it experiences many obstacles in the field. The obstacle is that not all 

taxpayers are registered in the list of parking tax managers in Bangkinang City. 

And no real sanctions for taxpayers who are less or late in paying taxes. 

Keywords: Role, Department of Transportation, Parking Retribution 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan nasional 

pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah 

sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu untuk melaksanakan 

pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk 

menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, 

retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam 

wilayahnya sendiri ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya 

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 33 

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

yaitu pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah 

tergantung peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan 

diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan 

pembangunan di daerah. 

 



2 
 

Sektor swasta ( private sector) adalah salah satu bagian dalam sektor 

ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang 

sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh 

pemerintah. Sedangkan, Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan 

badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif 

dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam ari sempit adalah 

segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif 

(C.F. Strong). Dengan Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah peraturan yang memang sangat 

ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam kerangka mencapai tugas. Untuk 

merespon dan melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten kampar  mempunyai 

beberapa dinas yang dapat membantu menjalankan roda pemerintahan di Daerah 

guna mencapai tujuan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah, salah satunya 

adalah Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Parkir terdapat pada Pasal 22 

s/d Pasal 27 dalam peningkatan retribusi Parkir di Kabupaten Kampar. 

Pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib pajak masyarakat kepada 

daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah dan kemakmuran daerah. Sedangkan Retribusi Daerah selain 

sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan 
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faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah 

daerah, ada tiga Jenis retribusi yaitu Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, 

dan Retribusi perizinan tertentu. 

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, 

yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan 

kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek 

retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi 

atau badan.  

Retribusi parkir termasuk salah satu dari pendapatan daerah yang harus 

dikelola secara transparan dan menjadi retribusi atas penyelenggaraan tempat 

parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor, yang penerapan/pelaksanaannya pungutan dan 

pengelolaannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah pada masing-masing 

daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas 

masyarakat Kabupaten Kampar mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan 

bermotor maupun tidak bermotor.  

Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang 

menggunakan area parkir di tepi jalan umum. Dan juga Salah Satu invovasi yang 

telah di lakukan oleh Dinas Perhubungan ada dengan cara melakukan E-Parking 

di salah Satu Lokasi parkir di Jl. Sisingamangaraja yaitu di Lahan Plaza 
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Bangkinang Kota. Meskipun begitu tidak dapat Menampung Jumlah Kendaraan 

yang Parkir di Kota Bangkinang 

Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi 

masalah-masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pemerintah 

Kabupaten Kampar berusaha memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana 

dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru, memperbaiki 

jalan jalan yang telah ada sebelumnya. Usaha tersebut membutuhkan dana yang 

cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat 

berupa pembayaran retribusi parkir yang akan memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah maka Pemerintah Daerah membuat 

kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang Terdiri 

dari :   1. Ketentuan Umum 

2. Retribusi Jasa Umum 

3. Wajib Retribusi Jasa Umum 

4. Wilayah Pemungutan 

5. Saat Retribusi Terutang 

6. Pemungutan Retribusi Jasa Umum 

7. Kadaluwarsa Penagihan 

8. Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi 

9. Pembukuan dan Pemeriksaan 
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10. Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Jasa Umum 

11. Insentif Pemungutan 

12. Penyidikan 

13. Ketentuan Pidana 

14. Ketentuan Penutup 

Tarif parkir yang merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir 

berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

ditetapkan di tingkat Kabupaten Kampar dengan peraturan Daerah no 7 tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Umum pasal 27 adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Tarif Retribusi Parkir Kabupaten Kampar 

No Jenis Kendaraan Tarif Parkir 

1 Bus, Truk dan sejenisnya Rp. 3000 

2 Sedan, pick up, mini bus dan sejenisnya Rp. 2000 

3 Sepeda Motor Rp. 1000 

Sumber : Perda Kabupaten Kampar no 7 Tahun 2012 tentang retribusi jasa 

umum 

peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir maka secara 

otomatis akan meningkatkan penerimaan pemerintah kabupaten kampar dari pos 

penerimaan retribusi parkir. Dalam hal ini hasil retribusi yang didapat oleh juru 

parkir dilapangan diserahkan kepada pihak koordinator di setiap jalan yang sudah 
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di tentukan oleh dinas perhubungan sendiri, kemudian membayarkan hasil 

retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan kemudian di setorkan 

kepada Dinas Pendapatan Daerah.  

Tabel 1.2 Daftar Target dan Realisasi PAD Perparkiran Dinas 

Perhubungan Kabupaten Kampar 

Tahun Target Realisasi % 

2017 120.000.000 198.963.000 165.80% 

2018 283.200.000 222.550.000 78.58 % 

2019 311.850.000 371.150.000 119.02% 

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 2021 

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah 

(PAD) dikabupaten Kampar pada restribusi parkir terus meningkat setiap 

tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi PAD sebesar Rp. 198.963.000 kontribusinya 

sebesar 165,80 %. Pada tahun 2018 realisasi PAD sebesar Rp. 222.550.000 

kontribusinya sebesar 78,58% Dan pada tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp. 

371.150.000 kontribusinya sebesar 119.02%. 
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Tabel 1.3 Daftar Kawasan Perparkiran Dinas Perhubungan 

Kabupaten Kampar 

No 

Ruas Jalan Dalam 

Kecematan 

Titik-titik Parkir 

1. Jl. Prof. Yamin SH 

1 

Bofet Mawar Pasar Bawah- Simpang 

Jembatan 

2 

Eks. Rs Ibnu Sina Lama-Jl. Mawar Pasar 

Bawah 

3 Simpang Jl. Datuk Tabano-Jl.Di. Panjaitan 

4 Bank Riau Kepri 

5 Kantor Pos Dan Giro S/D Gg. Teratai 

6 

Depan Ruko Antara Terminal Lintas 

Bangkinang S/D Samping Mesjid Raya 

Bangkinang 

2. JL. KH. Agus Salim 7 Bank BRI 

8 Ampera Takana Juo 

9 Warung Bakso Mas Jeje 

10 Warung Nasi Uduk Mas Arip 

11 Swalayan Malaya Depan TSJ 

12 Sate Ayam Kampung 

13 Malaya Serba 6000 

14 Otto Finance 
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3. Jl. Sisingamaraja 15 Ampera Nopi 

16 Rumah Makan Denai dan Toserba 6000 

17 Depan Ramayana 

18 Depan KFC 

19 Depan Vanhollano 

20 Toko Pakaian Malindo 

21 Ruko Roti Bakery 

4. Jl. Jendral Sudirman 22 Cafe Zakky Dikky 

23 Cafe Tomyam 

24 Bank Bri dan Indomaret 

25 Warteg Bu De 

26 

Simpag Jl. Jeend. Sudirman Pasar Inpres-Jl. 

Datuk Tabano arah SMPN 2 Bangkinang 

Kota 

27 Depan Eks Terminal Angdes 

5. Jl. Datuk Tabano 28 Samping Eks Terminal Angdes 

29 Bank Mandiri Syariah 

30 Toko Pakaian Erlin 

31 Tosserba 9000 

6. Jl. Jend. Ahmad Yani 

  

32 Taman Kota Bangkinang 

33 

Bundaran Jl. Prof. M. Yamin, SH-Kantor 

BPJS 
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7. Jl. Tengku Umar 34 Khusu Depan Kantor Adira 

8. Jl. KUD 35 Samping Plaza Bangkinang 

9. Jl. A. Rahman Saleh 36 Depan Kantor Disdukcapil 

37 Warung Ayam Geprek 

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 2021 

Dalam hal ini membuktikan bahwa, perlu adanya peranan yang lebih 

optimal dari dinas perhubungan Kabupaten Kampar dengan lebih memanajemen 

dengan perencanaan, penggerakan dan pengawasan yang optimal guna lebih 

meningkatkan retribusi parkir di bangkinang kota untuk peningkaatan sarana dan 

prasarana di tepi jalan umum. Sesuai dengan perihal diatas penulis mengajukan 

judul tentang “Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi 

Parkir Kota Bangkinang Kabupaten Kampar”. 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi 

menjadi 2 sub pokok masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perananan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam 

meningkatkan retribusi parkir di bangkinang kota?  

2. Apa hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Peranan  Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 

dalam meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Bangkinang.  

2. Untuk mengetahui hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi 

parkir di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis, dapat membah wawasan bagi penulis khusus nya dan 

kepada pembaca umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan upaya 

meningkatkan retribusi parkir di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 

2. Tulisan ini diharapkan bias menambah perbendaharaan referensi 

kepustakaan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang mengkaji 

permasalahan tentang Dinas perhubungan dalam meningkatkan Retribusi 

Parkir. dan  Bagi instansi terkait, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

berguna sebagai bahan dalam pengambilan keputusan terkait topik 

penelitian penulis. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Proposal ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diterangkan mengenai latar belakang studi yang 

mendasari pengangkatan pada tugas proposal ini, permasalahan yang 

berisi tentang masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis, tujuan yang 

ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, dan sistematika penulisan laporan 

yang dipakai dalam Proposal ini sehingga bisa dipahami secara sistematis. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis berpedoman pada beberapa 

penelitian tentang peran Dinas perhubungan  dan Retribusi Parkir. 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang urutan pengerjaan yang dilakukan dalam 

penelitian yang berupa survey dan investigasi langsung di lapangan. 
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BAB 2 

  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Peranan 

Setiap orang pasti akan memiliki peranan dalam kehidupan ini, Peran 

menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peran (role) merupakan aspek 

dinamis dari kedudukan (status). Setiap orang mempunyai sejumlah status yang 

diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peranan. (Soerjono Soekanto, 2017:210-211). 

Menurut Riyadi (2002) peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang 

terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial kehidupan masyarakat.Hal ini 

didasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang di 

inginkan. 

Menurut Mifta Thoha (2002) peran adalah serangkaian prilaku seseorang 

yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya, kondisi ini di latar belakangi 

oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang ia inginkan. 

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan status terhadap 

sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Adi Wijaya, 2003:37). 

Kemudian Secara umum, Pengertian peran adalah suatu rangkaian prilaku 

yang diharapkan darisesorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal 

maupun informal.Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan 

yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan 
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merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang 

memiliki kedudukan di masyarakat. 

2.2 Pengertian Retribusi 

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada 

negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau 

merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara 

langsung dan dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja 

yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakkan iuran itu. 

Retribusi berbeda dengan pajak yang merupakan iuran kepada negara yang dapat 

dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunakan adalah untk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.  

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 870 – 893 tahun 

1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan retribusi 

daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan 

atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi daerah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001, Pasal 1 point 1 bahwa yang 

dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  
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Retribusi daerah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. Retribusi daerah Merupakan pungutan daerah sebagaimana 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Direktorat Keuangan Jendral Pemerintah Dalam Negeri menjelaskan 

bahwa sifat Retribusi Daerah adalah: 

a. Paksaan bersifat ekonomis.  

b. Adanya imbalan secara langsung kepada pembayar.  

c. Walaupun memenuhi persyaratan baik formal dan materil tetapi tetap ada 

alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran.  

d. Dalam hal ini retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi 

dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah membatasi objek pajak dan retribusi daerah yang boleh dipungut 

oleh pemerintah daerah. Pemerintah provinsi hanya dapat mengenakan 5 (lima) 

objek pajak sedangkan pemerintah kabupaten/kota hanya boleh mengenakan 11 

objek pajak. Pembatasan juga dikenakan pada retribusi daerah di mana pemerintah 

daerah hanya boleh memungut 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum, 11 

(sebelas) jenis retribusi jasa usaha dan 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu. 
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Pembatasan pengenaan pajak dan retribusi daerah oleh undang-undang demikian 

penting karena selain untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha juga 

karena telah diatur secara limitatif dalam UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 23A 

UUD NKRI tahun 1945 menentukan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. 

Wajib Retribusi (Marihot.P.Siahaan,2005:hal 432) adalah orang pribadi 

atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah 

diwajibkan untukmelakukan pembayaran retribusi. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat menarik kesimpulan retribusi daerah 

merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung 

oleh seseorang atau badan karena jasa yang nyata pemerintah daerah. Retribusi 

Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau 

karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang 

berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. 

2.3  Objek dan Subjek retribusi 

Objek retribusi terbagi menjadi tiga, yaitu: Retribusi jasa umum, Retribusi 

jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu. 

1. Retribusi jasa umum 

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi 

jasa umum adalah: 
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a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan   

Akta Catatan Sipil  

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat  

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

f. Retribusi Pelayanan Pasar 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan  

n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasiSubjek retribusi jasa 

umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang 

bersangkutan. 

2. Retribusi jasa usaha 

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:  

 



17 
 

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta. 

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan  

c. Retribusi Tempat Pelelangan 

d. Retribusi Terminal 

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir  

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan  

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan  

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

j.  Retribusi Penyeberangan di Air; dank.Retribusi Penjualan Produksi Usaha 

Daerah. 

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

3. Retribusi perizinan tertentu 

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan 

untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan 
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sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah:  

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

b.  Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  

c. Retribusi Izin Gangguan  

d. Retribusi Izin Trayek; dan 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

 Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. 

2.4  Pengertian Retribusi Parkir 

 Pengertian parkir berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Definisi lain tentang parkir terdapat 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu parkir adalah menghentikan 

kendaran bermotor untuk beberapa saat lamanya. Kemudian Menurut Peraturan 

daerah no 6 tahun 2017 kabupaten Kampar, Parkir adalah keadaan tidak bergerak  

suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara sementara.  

Menurut Tobing (2007:1) Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak 

bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir 

adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pribadi atau badan 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 
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sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan 

garasi bermotor yang memungut bayaran ( PP Nomor 65 tahun 2001, Bab I Pasal 

1 angka 16).  

 Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa parkir adalah 

memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah disediakan. 

Dari uraian terdahulu jika digabung, pemungutan retribusi parkir di sini adalah 

keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan 

yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari 

sarana atau faisilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. 

Retribusi parkir dikenakan atas jasa penggunaan tepi jalan umum yang 

merupakan fasilitas milik pemerintah. Untuk menghitung potensi pendapatan 

retribusi parkir adalah dengan cara mengalikan jumlah kendaraan yang parkir 

dengan tarif retribusi tersebut. Langkah-langkah menghitung potensi retribusi 

parkir adalah: 

a. Menentukan tempat parkir tepi jalan umum yang akan diteliti potensi 

retribusi parkirnya  

b. Melakukan observasi untuk memperoleh data jumlah kendaraan yang 

parkir, tarif parkir yang dikenakan untuk masing-masing jenis kendaraan 

bermotor, luas area parkir, daya tamping, dan sebagainya 

c. Menghitung rata-rata jumlah kendaraan yang parkir per hari  

d. Menghitung potensi retribusi parkir 
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2.5   Pengelolaan Retribusi Parkir 

Pengelolaan Retribusi Parkir Secara umum pengelolaan merupakan 

kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai nilai yang 

tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan 

sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat 

Nigroho (2003:119) mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah yang 

dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari 

kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau 

menangani sesuatu unluk mencapai tujuan tertentu. 

Selanjutnya Admosudirjo (2005: 160) mendetmisikan bahwa Pengelolaan 

adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut 

suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari 

pengertian diatas Admosudirjo menitik beratkan pengelolaan pada proses 

mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai 

tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.  

Sedangkan Terry (2009:9) mengemukakan bahwa Pengelolaan atau yang 

sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas 

aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, penggerakan dan pengawasan.  

a. Perencanaan 

 Perencanaan yaitu penentuan pokok-pokok tujuan dan sasaran 

dalam pemungutan retribusi parkir. Perencanaan merupakan hal yang 

perlu dipersiapkan dengan cermat dan teliti serta berorientasi pada harapan 
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unluk kondisi masa depan yang lebih baik dan progresif. Setiap kegiatan 

memerlukan perencanaan yang matang agar apa yang menjadi tujuan atas 

pelaksanaan kegiatan tersebut bisa lercapai. Sesuai dengan pengertiannya. 

retribusi parkir di paksakan kepada seorang atau badan yang merupakan 

wajib retribusi dalam mencapai apa yang seharusnya. pemerintah perlu 

melakukan perencanaan daiam pemungutan retribusi dari wajib retribusi. 

Perencanaan pemungutan retribusi parkir dalam menentukan efektivitas 

retribusi parkir terhadap PAD merupakan rencana UPT Perparkiran dalam 

menunjang pelaksanaan perparkiran. Perencanaan dalam suatu kegiatan 

merupakan hal-hal yang dibentuk untuk mencapai targetan dalam suatu 

kegiatan untuk periode tertentu.  

b. Penggerakan  

Penggerakan yaitu usaha pimpinan/atasan dalam menggerakan 

setiap orang/pcgawai yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan 

retribusi parkir di perusahaan dan dalam kesejahteran juru parkir. 

Penggerakan bisa dilakukan dengan memberikan arahan karena berkaitan 

dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan sumber daya manusia 

(karyawan) agar mau bekerja sama dalam melakukan apa menyangkut 

berbagai tingkah laku yang berbeda dari manusia-manusia itu sendiri. 

Serta penggerakan dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa 

yang dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-

tugas tersebut dikelompokkan dan siapa yang bertanggung jawab atas 

tugas tersebut. Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus 
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ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat 

berjalan dengan efektif dan lancar. Pembagian tugas adalah perincian 

pekerjaan yang harus dilakukan agar setiap individu pada organisasi 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.  

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi, sumber daya 

manusia yang berhubungan dengan proses pemungutan yaitu juru parkir, 

koordinator parkir, bagian administrasi untuk mcnerima dan mencatat 

penerimaan dan pengawas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa unsur manusia merupakan unsur yang paling penting 

dalam pengorganisasian. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya 

harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan 

tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik.  

c. Pengawasan 

Fungsi selanjutnya adalah pengawasan (controlling), Fungsi 

tersebut menyangkut semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak 

manajer atau pimpinan. Dalam upayannya memastikan bahwa hasil aktual 

yang sesuai dengan hasil yang direncanakan, pengawasan yang 

dimaksudkan disini adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh tim 

perparkiran. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang 

peranan penting sebagai upaya dalamm meminimalisir kepentingan-

kepentingan dalam pemungutan retribusi.  
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Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan 

sebagai langkah mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan dilapangan 

sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik pula maka 

kepentingan-kepentingan yang dapat mengurangi kebersihan pungutan 

rertribusi parkir bisa diminimalisir. Pengawasan penerimaan retribusi 

parkir dalam pelaksanaan perencanaan di lapangan perparkiran, dilakukan 

dalam dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan 

pengawasan tidak langsung ;  

 Pengawasan Langsung  Yaitu dengan mengadakan peninjauan dan 

pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang 

berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan 

letak parkir, yang sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas 

setiap dua minggu sekali.  

 Pengawasan Tidak Langsung Adapun pengawasan tidak langsung 

dilakukan melalui laporan tertulis kepada atasan. Dimana dengan 

laporan tertulis tersebut dapat dinilia, sejauh manakah bawahan 

melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. 

2.6   Fasilitas Parkir 

Menurut Joseph Dechiara & Lee Koppelmen, 1975 (dalam Ririh 

Sudiraharjo), fasilitas parkir dan jenis parkir menurut penempatannya, yaitu : 
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a. Parkir di tepi jalan (on street parking)  

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang mengambil tempat di sepanjang 

jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Jenis parkir 

ini baik untuk pengunjung yang ingin dekat dengan tempat tujuannya.  

 

b. Parkir tidak di tepi jalan (off street parking) 

Cara ini menempati pelataran tertentu di luar badan jalan baik di 

halaman terbuka atau dalam bangunan khusus untuk parkir dan mempunyai 

pintu pelayanan masuk untuk mengambil karcis parkir sehingga dapat 

diketahui jumlah kendaraan yang parkir dan jangka waktu kendaraan parkir. 

Bila ditinjau posisi parkirnya dapat dilakukan seperti pada on street parking, 

hanya saja pengaturan sudut parkir banyak dipengaruhi oleh : 

1. Luas dan bentuk pelataran parkir 

2. Jalur sirkulasi (jalur untuk perpindahan pergerakan) 

3. Jalur gang (jalur untuk manuver keluar dari parkir) 

4. Dimensi ruang parkir  

Bila ditinjau dari posisi parkir dapat dibedakan menjadi 4, yaitu : 

1. Parkir sejajar dengan sumbu jalan (bersudut 180‟)  

2. Parkir bersudut 30‟ ,45‟ dan 60‟ terhadap sumbu jalan  

3. Parkir tegak lurus sumbu jalan (bersudut 90‟)  
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4. Parkir dengan sudut tegak lurus sumbu jalan mampu menampung 

kendaraan lebih banyak daripada posisi parkir lainnya, tetapi lebih banyak 

mengurangi fungsi dari lebar jalan, sehingga akan menurunkan 

kemampuan kapasitasnya. 

Dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat, (1998), fasilitas parkir dan jenis parkir 

dikelompokkan sebagai berikut :  

 

1. Menurut statusnya  

 Parkir umum, parkir yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, 

lapangan yang  dikuasai/dimiliki serta pengelolanya diselenggarakan 

oleh pemerintah 

 Parkir khusus adalah parkir yang menggunakan tanah-tanah yang 

dikuasai/dimiliki serta pengelolanya diselenggarakan oleh pihak 

ketiga. 

 Parkir darurat adalah parkir di tempat umum, baik yang menggunakan 

tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dikuasai/dimiliki serta 

pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau swasta. 

 Taman parkir adalah suatu areal/bangunan parkir yang dilengkapi 

sarana parkir yang pengelolanya diselenggarakan pemerintah. 
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 Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat 

parkir kendaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau 

pihak ketiga yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah. 

2. Menurut jenis kendaraan 

 Parkir untuk kendaraan tidak bermesin (sepeda)  

 Parkir untuk kendaraan bermesin beroda dua (sepeda motor)  

 Parkir untuk kendaraan bermesin beroda tiga/empat (bemo, mobil, 

truk, dll). 

Pemisahan tempat parkir menurut jenisnya mempunyai tujuan agar 

pelayanan yang diberikan akan lebih mudah dan supaya tidak terjadi keruwetan.  

3. Menurut jenis tujuan parkir  

 Parkir penumpang, yaitu parkir untuk menaikkan atau menurunkan 

penumpang 

 Parkir barang, yaitu parkir untuk bongkar muat barang. 

4. Menurut metode pengoperasiannya 

 Dengan juru parkir (attendan parking) adalah dimana ada petugas 

parkir yang akan memberikan aba-aba kepada pengemudi kendaraan 

atau akan membantu memarkirkannya 

 Dilakukan sendiri oleh pengemudinya sendiri (self parking), yaitu 

pengemudi mobil harus memarkirkan mobilnya sendiri  
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5. Menurut pengelolanya,  

 Pemerintah 

 Swasta  

 Pemerintah dan swasta. 

2.7   Retribusi Parkir Menurut Pandangan Islam 

Islam adalah agama yang lengkap dan bersifat universal, berisikan ajaran-

ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di 

akhirat. Ruang lingkup ajaran Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu 

saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang bertebaran dimuka 

bumi. Isi ajarannya tidak hanya membahas atau mengatur bidang-bidang tertentu 

saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan khaliq-Nya saja, tetapi 

juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri. 

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain diatur dalam 

bidang muamalat. Muamalat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam 

melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, 

untuk saling tolong menolong, serta untuk mempererat silaturahmi karena 

merupakan proses ta‟aruf(perkenalan).Namun dari beberapa tujuan muamalat 

tersebut, tidak sepenuhnya terlaksana, Masih banyak masalah-masalah yang 

terjadi karena proses muamalat tersebut.  

Diantaranya masih banyak orang yang dirugikan dalam suatu proses 

muamalat tersebut. Contohnya dalam permasalahan sistem parkir. Parkir 

merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat 



28 
 

Sementara. Retribusi tentang parkir masuk dalam golongan retribusi jasa usaha 

yang besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam permasalahan 

perparkiran di antaranya adalah lahan parkir, tarif parkir, kenyamanan serta 

pelayanan parkir. Orang selalu menginginkan kendaraanya di parkir di tempat 

yang aman serta dekat dengan tujuannya, di tempat-tempat keramaian (umum). 

Karena kebutuhan parkir sangat tinggi, keadaan ini sering kali menimbulkan 

permasalahan yang serius. 

Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak yang berjanji diantaranya: 

pihak yang pertama menerima kendaraan tersebut (sepeda motor dan mobil), 

menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula 

sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan ke pemiliknya. Dengan kata lain 

jangankan kendaraan itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan sebagian 

kecil saja tetap hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi 

pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan 

yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir. 

Perjanjian antara kedua belah pihak dapat dilihat dari adanya karcis parkir yang 

diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang meminta 

kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan 

kendaraan tersebut.  
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Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) 

dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya 

sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT 

Dalam firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 76 : 

 

artinya : “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertakwa.” 

Tidak hanya dalam Islam saja perjanjian diatur, Dalam KUH Perdata Pasal 

1338 ayat (1) menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 

yang membuatnya”. Dapat diartikan bahwa kata „semua‟ menunjukkan adanya 

kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan 

tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua 

ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati parapihak mengikat dan wajib 

dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak 

melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi 

kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi. 

2.8   Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan Dua Penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Peran Dinas Perhubungan 

Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar : 
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1. Berdasarkan Penelitian dari Alfi Rohmatin Tahun 2019 dengan Judul 

Skripsi “Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir 

Berlangganan Sebagai Upaya Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Tuban” hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Peran 

Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan 

sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tuban, 

Melihat kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kegiatan sosialisasi belum sepenuhnya merata diseluruh Kabupaten Tuban, 

sehingga masyarakat belum sepenuhnya menerima informasi tentang 

parkir berlangganan. Sebagai pelaksana teknis parkir berlangganan, Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tuban hendaknya mengadakan sosialisasi secara 

berkelanjutan yang diadakan disetiap kecamatan. Sehingga informasi atau 

pengetahuan masyarakat tentang parkir berlangganan dapat merata. 

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus maka 

masyarakat akan semakin mengerti tentang parkir berlangganan dan tidak 

akan melakukan komplain lagi ketika membayar retribusi parkir 

berlangganan. 

 Lalu Masih banyak dijumpai juru parkir dinas yang melakukan 

pungutan parkir kepada masyarakat mengharuskan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Tuban memberikan sanksi yang tegas terhadap juru parkir 

dinas yang masih melakukan pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir 

yang telah membayar retribusi parkir berlangganan. Serta pengawasan 
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terhadap kinerja juru parkir harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya 

kembali pemungutan retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir 

2. Penelitian dari Nur Amalia Reska, 2019 denga judul “Peranan Dinas 

Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Pada Pusat Niagakota Palopo”, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwasannya peranan dinas perhubungan tentang aturan 

parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palopo yiatu 

dengan menambah personilnya serta melakukan pelatihan kepada staf-

stafnya guna mengetahui kewenangannya. Lalu Petugas dinas 

perhubungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang 

kewenangan dinas perhubungan khususnya di bidang perparkiran pasar 

sentral Kota Palopo. Dan Pemerintah semestinya meningkatkan 

komunikasi dengan DPRD atas kelayakan kebijakan yang diterapkan, 

semestinya pemerintah harus lebih meningkatkan pendataan disetiap 

wilayah, agar langsung menempatkanjuru parkir resmi di beberapa lokasi 

titik parkir. Untuk mengetahui kualitas pemberi layanan parkir, Dinas 

perhubungan informasi dan komunikasi semestinya mengadakan evaluasi 

setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru parkir. 

2.9   Defenisi Konsep 

Konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan 

klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu 

istilah atau rangkaian kata (Soedjadi 2000:14). 
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Adapun Batasan Konsep dalam Penelitian Ini adalah : 

1. Peran 

Menurut Riyadi (2002) peran adalah sebuah orientasi atau konsep 

yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial kehidupan 

masyarakat.Hal ini didasari pada individu dan alasan untuk 

melangsungkan tindakan yang di inginkan. 

2. Retribusi 

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 870 – 893 

tahun 1992, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah disebutkan 

retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian 

atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang 

berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi 

daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001, 

Pasal 1 point 1 bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang 

selanjutnya disebut Retribusi, adalah pemungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.  

 

3. Parkir 

Pengertian parkir berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keadaan tidak bergerak 

suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. Definisi lain tentang 
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parkir terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu parkir adalah 

menghentikan kendaran bermotor untuk beberapa saat lamanya. 

2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Terry 2009:9 Principles management 

 

 

2.2 Variabel/ Indikator Penelitian 

Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, maka penulis memaparkan 

variabel dan indikator penelitian. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan 

variabel dan indikator penelitian yang dimaksud: 

 

 

Peran Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Kampar dalam 

Meningkatkan 

Retribusi Parkir di 

Kota Bangkinang 

 Perencanaan 

 Penggerakan 

 Pengawasan 

Meningkatnya 

Retribusi Parkir  
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Variabel Indikator Sub Indkator 

Peran Dinas 

Perhubungan Dalam 

Meningkatkan 

Retribusi Parkir Di 

Banggkinang Kota 

Kabupaten Kampar 

(Terry 2009:9 

Principles 

Management) 

 

Perencanaan 

1. penentuan pokok-pokok tujuan dan 

sasaran dalam pemungutan 

retribusi parkir 

Penggerakan 

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi  

parkir 

2. Pemberian arahan kepada 

koordninator/juru parkir 

Pengawasan 

1. Pengawasan Langsung  

2. Pengawasan Tidak Langsung 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan di laksanakan di Bangkinang Kota Kabupaten Kampar 

pada Dinas Perhubungan. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Dinas 

perhubungan merupakan  instansi yang bertugas meningkatkan pendapatan daerah 

salah satunya adalah dengan adanya retribusi parkir di Kabupaten Kampar. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan ditinjau peneliti, maka jenis penelitian ini 

adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:11) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lain.  

Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2011:8) merupakan suatu 

metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. 

Sementara itu, pendekatan kualitatif menurut Moleong (2012:6) adalah penelitian 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain  secara holistik dan 

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Untuk melakukan sebuah penelitian yang dapat diukur tingkat validitasnya 

sebuah penelitian harus menganut metode penelitian sesuai dengan tema yang 



36 
 

menjadi objek penelitian. Sehingga penelitian tersebut bersifat objektif, ilmiah 

dan rasional. Untuk itu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan pendekatan diskriptif dalam mendeskripsikan tentang Peran Dinas 

Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Bangkinang Kota 

Kabupaten Kampar. 

3.3. Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui dua jenis sumber data 

yaitu: 

1. Data primer   

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya (Sumardi Suryabrata, 2010:85). Terkait 

penelitian ini, data primer didapatkan dengan observasi dan wawancara 

langsung kepada para informan peneliti. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai 

bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi mulai dari artikel, 

dokumen kantor, foto-foto, dan bahan-bahan tertulis yang sangat membantu 

penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer. 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, data merupakan hal yang sangat penting 

untuk itu diperlukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang 

penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Obeservasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti (Husaini & Purnomo, 2011:52). Metode ini dilakukan untuk 

mendekatkan penulis dengan orang-orang yang akan diteliti dan ke situasi atau 

lingkungan mereka yang sebenarnya. Dan penulis dapat masuk kedalam 

lingkungan yang akan diteliti.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan yang diwawancara 

disebut interviewee (Husaini & Purnomo, 2011:55). Proses wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Peran Dinas 

Perhubungan Meningkatkan Retribusi Parkir di Bangkinang Kota. Dalam hal 

ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait penelitian yang 

dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak 

menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui proses 

mengadakan atau melihat kembali dokumen yang telah ada dengan 

mempelajari kembali infromasi yang tersimpan, misalnya buku-buku, arsip, 

tabel-tabel, dan bahan-bahan dokumentasi lainnya yang bermanfaat sebagai 

sumber data. Menurut Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah 

mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip yang 

ada pada Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Retribusi Parkir. Disamping 

dokumen tertulis yang berupa data-data, juga dilakukan informasi melalui 

internet.   

3.5. Informan Penelitian 

Penentuan subjek diatas dilakukan berdasarkan metode Porposiv Sampling 

yaitu peneliti mentukan sendiri Sampel/informen penelitian yang memiliki 

kredibilitas memberikan informasi, maka peneliti memilih teknik Key Informen 

yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di 

perlukan dalam penelitian. Yang di jadikan informen dalam penelitian ini adalah: 

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. 
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Tabel. 3.1 

Key Informen 

 

No INFORMAN JUMLAH  

1 Kabid Prasarana Dishub Kampar 1 

2 Kasi Pengoperasian Prasarana 1 

3 Koordinnator Parkir Dishub Kampar 2 

4 Masyarakat/Pengendara 3 

Jumlah  7 

 

3.6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 89). 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis 

data dilakukan menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 

337) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. 
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Aktivitas meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan 

penarikan kesi mpulan (verification)  

a. Reduksi data (data reduction)  

Mereduksi data berarti merangkum,memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam 

melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

b. Penyajian data (data display)  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat 

naratif dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun sehingga 

mudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan (verification)  

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam 
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penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam 

proses data Miles dan Huberman. Verifikasi dilakukan setelah semua data 

terkumpul dan terjaring dengan melakukan proses reduksi data yang kemudian 

disajikan sebagai bentuk proses pengajuan data. Data yang disajikan kemudian 

membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian. 

Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. 

Sugiyono (2011:253) menyatakan bahwa kesimpulan adalah temuan baru 

dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan 

gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat 

samar dan gelap. 

Teknik menguji keabsahan data penting dilakukan dengan proses 

penelitian supaya temuan hasil penelitian yang dapat dipercaya atau diakui 

validitas dan reabilitasnya. Hasil penelitian ini dapat diakui validitasnya jika 

didapatkan dari data-data yang valid juga. Pengujian keabsahan data dapat 

diperoleh dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data seperti yang 

dikemukakan oleh Moeloeng (2005:237) :  

a. Ketekukan Pengamatan 

Peneliti dituntut untuk lebih rinci dan konsisten untuk mendapatkan 

informasi baru sampai mencapai kejenuhan. Ketekukan pengamatan akan 

melahirkan proses pendalaman pemahaman dalam mengamati objek 

penelitian. 
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b. Triangulasi 

Triangulasi dapat menguji kejujuran, kemampuan merekam data yang 

diperoleh di lapangan. Triangulasi juga bisa digunakan berdasarkan sumber 

data yaitu dengan cara membandingkan dengan berbagai pendapat, situasi dan 

dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.  

c. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Peneliti perlu melakukan diskusi dengan teman sejawat atau dari berbagai 

kalangan yang memahami masalah penelitian. Pengecekan sejawat melalui 

diskusi bertujuan untuk mengetahui masalah dari proses penelitian dan kebenaran 

hasil sehingga dapat diketahui kekeliruan-kekeliruan dan memberi referensi bagi 

peneliti.  
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BAB IV 

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATN KAMPAR 

4.1.1 SEJARAH KABUPATEN KAMPAR 

 Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, 

Indonesia.Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang 

beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di 

Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas 

Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa (SP2010).  

 Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan 

sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan 

Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarahwan 

menafsirkan Minang Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai 

yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. 

Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai 

Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya. 

Berdasarkan Sulalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Kesultanan 

Melayu Melaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Melaka 

terakhir, Mahmud Shah dari MelakaSultan Mahmud Shah setelah jatuhnya Bintan 

tahun 1526 ke tangan Portugis, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya 

mangkat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa 

di Kampar waktu itu telah dipimpim oleh seorang raja, yang juga memiliki 

hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias dalam ekspedisinya ke 
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pedalaman Minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa ia menelusuri Sungai 

Siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan melanjutkan perjalanan 

darat menuju Sungai Kampar. Dalam perjalanan tersebut ia berjumpa dengan 

penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung. 

 

    4.1.2 LETAK GEOGRAFIS 

 Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan 

daerah yang terletak antara 1°00‟40” Lintang Utara sampai 0°27‟00” Lintang 

Selatan dan 100°28‟30” – 101°14‟30” Bujur Timur. Batas-batas daerah 

Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

Utara Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Bengkalis 

Selatan Kabupaten Kuantan Singingi 

Barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat) 

Timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak Dan Kabupaten Pelalawan 

 

 Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa 

sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan 

kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini 

termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, 

Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian 

Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 

– 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di 

Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana 

perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi 

listrik (PLTA Koto Panjang). 
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 Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum 

terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum 

terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, 

yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri 

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam ProvinsiSumatera Tengah, 

dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota 

Bangkinang. 

 Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang- 

undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang 

Nomor 61 Tahun 1958.] Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, 

Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari 

wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

1987. 

             Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2010 tercatat 688,204 orang, 

yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio 

jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) 

adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut 

diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar 

dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliong/Piliang, Mandailiong, Putopang, 

Caniago, Kampai, Bendang, dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya 

mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau khususnya dengan 
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kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah 

dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. 

 

4.1.3 VISI DAN MISI  

  VISI :  

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KAMPAR SEBAGAI WILAYAH 

INDUSTRI DAN PERTANIAN YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT 

YANG RELIGIUS, BERADAT BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”. 

 MISI : 

1. Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Profesional 

2. Mengembangkan Pertanian Yyang Modern Dan Meningkatkan Kualitas 

Lingkungan Hidup 

3. Membangun Infrastruktur Kabupaten Kampar Yang Berkualitas Dan 

Profesional 

4. Menciptakan Iklim Usaha Dan Kondusif 

5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata Dan Industri Pengolahan Yang 

Maju  

6. Memperkuat Citra Kampar Sebagai Serambi Mekkah Riau Yang Religius 

Beradat Dan Berbudaya. 
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4.2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DINAS PERHUBUNGAN  

KABUPATEN KAMPAR 

Pada masa orde baru kewenangan bidang perhubungan yang mencangkup 

bidang transportasi,jalan, angkutan oran dan barang, terminal dan perpakiran ada 

pada departemen perhubungan. Untuk daerah tingkat 1 Provinsi Riau Departemen 

perhubungan membentuk kantor wilayah yang kewenangannya meliputi seluruh 

wilayah daerah tingkat 1 provinsi Riau. Selanjutnya kantor wilayah (Kanwil) 

daerah tingkat 1propinsi Riau membentuk Kanwil pembantu pada masing – 

masing Daerah tingkat II Kabupaten. 

Pada tahun 1993 daerah tingkat II kabupaten kampar yang masuk dalam 

daerah wilayah daerah tingkat I propinsi Riau, dibentuk tiga kanwil pembantu 

yang masing-masing kanwil melingkupi beberapa kecematan yaitu; 

1. Kanwil pembantu I yang berkedudukan di bangkinang 

2. Kanwil pembantu II yang berkedudukan di pasir pangarayan 

3. Kanwil Pembantu III yang berkedudukan di Pelalawan 

Setelah bergulinya otonomi daerah kewenangan perhubungan diberikan 

kepada daerah tingkat II kabupaten. Untuk kabupaten kanwil berubah menjadi 

dinas lalu lintas angkutan jalan raya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas 

yang pembentuknya berdasarkan peraturan daerah. Perkembangan slanjutnya 

sampai sekarang telah terjadi beberapa kali perubahan nama dinas dan pergantian 

kepala dinas perhubungan. 

Adapun urutan perubahan nama-nama dinas perhubungan kabupaten 

kampar adalah sebagai berikut: 
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1. Dinas lalu lintas angkutan jalan raya kabupaten kampar 

2. Dinas lalu lintas angkutan jalan kabupaten kampar 

3. Dinas perhubungan pariwisata dan seni budaya kabupaten 

kampar 

4. Dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten 

kampar 

Kemudian nama-nama kepala dinas yang pernah memimpin dinas 

perhubungan kabupaten kampar beserta beserta priode masa jabatan 

kemimipinannya sampai sekarang adalah sebagai berikut ; 

Tabel 4.1 

Jabatan kepala dinas perhubungan kabupaten kampar 

 

No Nama Periode 

1 Warnedi 1993 

2 Drs. M. Nur Husin 1993-2000 

3 H. Helmi Sukra, S.H 2000-2005 

4 Drs. H.Amri Salam 2006 

5 Ir.H. Basri Rasyid, MM 2006-2008 

6 Drs. Muhammad, S.M.Si 2008-2011 

7 H. Nukman Hakim, SH 2011-2012 

8 Drs. M Amin Filda  2012-2014 

9 Hambali, SE.MBA.MH  2014-2020 

10 Drs. M amin Filda 2021-2025 
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4.2.1 VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR 

 

  VISI : 

“ 

 

 

4.2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI 

1. Kepala Dinas 

Dinas perhubungan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang 

mempunyai tugas pokok membantu bupati Kampar untuk melaksanakan 

urusan pemerintah dibidang perhubungan yangg menjadi kewenangan 

pemerintah daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah 

Kabupaten Kampar. 

Dalam melaksanakan tugas pokok , kepala dinas mempunyai 

fungsi : 

a. Melaksanakan kebijakkan dibidang lalu lintas dan angkutan 

jalan, perkereta apian, pelayaran ,dan penerbangan yang 

menjadi kewenagan daerah dan tugas pembantu yang tugaskan 

kepada daerah kabupaten kampar. 

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, 

perkereta api, pelayaran, penerbangan yang menjadi 

kewenanagan daerah dan tugas pembantuan yanng tugas kan 

kepada daerah kabupaten kampar. 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan 

angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran,penerbangan yang 
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menjadi kewengan daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada daerah kabupaten kampar. 

d. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan kabupaten 

kampar. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian 

pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi 

diingkungan dinas perhubungan kabupeten kampar, adapun tugas yang 

dimaksud adalah : 

a. Koordinasi penyusunan rencana,program, anggaran,evaluasi, 

dan pelaporan dinas perhubungan kabupaten kampar. 

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegwaian, 

ketatausahan, keuangan, kerumah tanggaan,kearsipan dan 

dokumentasi, 

c. Penataan organisasi dan tata laksana. 

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan. 

e. Supervisi penyusunan program kerja. 

f. Koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan standar 

operasional prosedur (SOP). 

g. Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang 

tugasnya. 
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h. Pengelolahan barang milik/kekayaan daerah. 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Kepala UPTD Parkir 

Kepala UPTD kerpakiran mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagai tugas dinas perhubungan, dibidang perpakiran 

mempunyai fungsi; 

a. Melaksnakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci 

dan menjadi kegiatan yang dilaksanakan. 

b. Melaksanakan evaluasi pelaskanaan tugas agar dapat diketahui 

hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuia 

dengan rencana kerja dengan tolak ukur keberhasilan tugas. 

c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang 

diperlukanoleh kepala dinas dalam menyusunan kebijakan, 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja petunjuk 

teknis dan lapangan. 

d. Mengkoordinasi sistim dan tata cara pengaturan perpakiran 

diberbagai kawansan kampar. 

e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan 

parkir. 

f. Melaksanakan penindakkan terhadap kendaran yang 

melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan. 
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g. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan 

perpakiran. 

h. Mengkoordinasi mekanisme pengaturan retribusi parkir. 

i. Menyerahkan hasil punggutan retribusi parkir kepada 

bendahara yang kemudian disetorkan ke kas daerah. 

j. Mengupayakan standar pelayanan minimal peda kegiatan 

perpakiran. 

k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional 

penyelenggaraan perpakiran. 

l. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah dan lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas-tugasnya. 

4. Bagian Kepegawaian dan Umum. 

Sub bagian kepegawaian dan umum melakukan penyiapan bahan 

pelaksanaan urusan kepegawaian,tata usaha, kerumah tanggaan, kearsipan 

dan dokumentasi,penataan organisasi dan tata laksana,serta penyusunan 

peraturan perundang-undangan. Adapun uraian tugas sebagaimana yang 

dimaksud adalah: 
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a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang 

tugasnya. 

b. Penyusunan kebijakkan, dokumenhukum terkait bidang 

tugasnya. 

c. Survey lapangan terkait bidang tugasnya. 

d. Penyusunan program kerja dan membuat laporan tahunan. 

e. Perumusan pelaksanaan pelayanan administrasi, dan 

dokumentasi kegiatan kantor. 

f. Pelaksanaan urusan protokolan, koordinasi dengan instansi 

terkait sesuai bidang tugasnya. 

g. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu 

pimpinan, upacara-upacara rapat dinas. 

h. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan 

kebutuhan dan materil bagi unit kerja dilingkungan dinas. 

i. Penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat. 

j. Perumusan dan pengelolahan data pegawai serta 

pengarsipan SKP PNS. 

k. Fasilitas diklat penjenjangan , karir kepegawaian dan teknis 

perhubungan. 

l. Penghimpunan dan perumusan petunjuk teknis yang 

berhubungan dengan sun bagian umum, kepegawaian dan 

perlengkapan. 
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m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

5. Sub Bagian Perencanan dan Data 

 Sub bagian perencanaan dan data mempunyai tugas pokok 

melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan ,program 

,anggaran ,eveluasi dan pelaporan dinas. Adapun uraian tersebut adalah : 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang dan 

tugasnya. 

b. Penyusunan kebijakkan,dokumen hukum terkait bidang 

tugasnya. 

c. Survey lapangan terkait sesuai bidangnya. 

pengkoordinasian usulan setiap bidang. 

d. Pengumpulan data dan informasi. 

e. Penyusunan laporan akuntasi kinerja instansi pemerintah 

(LAKIP). 

f. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ( 

LPPD). 

g. Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban 

(LKPJ). 

h. Penyusunan propil dinas. 

i. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP). 

j. Penyusunan standar pelayanan (SP). 

k. Pembuat laporan realisasi fisik dan keuangan. 
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l. Fasilitas pengadaan barang dan jasa. 

m. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh pimpinannya. 

6. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

 Adapun tugas pokok bagian keuangan dan aset mempunyai tugas 

penyiapan bahan pelaksanaan dan urusan keuangan dan pengelolahan 

barang milik/kekayaan daerah. Adapun uraiannya adalah: 

a. Penyusunan pra-RKA dan pra- RKPA sesuai tugasnya. 

b. Penyusunan kebijakan ,dokumen hukum terkait bidang 

tugasnya. 

c. Servey lapangan sesuai tugasnya. 

d. Pelaksanaan akuntansi keuangan dinas. 

e. Penyiapan laporan keuangan dinas. 

f. Penyiapan surat perintah pembayaran (SPM) 

g. Verifikasi atas penerimaan. 

h. Verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran. 

i. Pelaksanaan pengajian personil. 

j. Pengelolaan ,pendataan dan penguatan aset dinas. 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. 
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7. Bidang Lalu Lintas 

Bidang lalu lintas dipimpina oleh seorang kepala bidang yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan 

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaopran dibidang lalu 

lintas.uraian tugasnya adalah : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakkan dibidang 

manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, analisis dampak 

lalu lintas. 

b. Penyiapan nahan pelaksanaan kebijakkan dibidang 

manajemen lalu lintas ,rekayasa lalu lintas, dan analisis 

dampak lalu lintas. 

c. Surpevisi penyusunan program kerja. 

d. Penyusunan kebijakkan,dokumen hukum terkait bidang 

tugasnya. 

e. Pelaksanaan tugas lainya sesuai perintah pimpinan. 
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4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pembukuan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten 

Kampar diawali dengan proses perencanaan, penggerakan, pemungutan, 

pembukuan, dan evaluasi retribusi parkir. Berdasarkan hasil penelitian 

mekanisme pembukuan sudah dilakukan dengan baik. 

2. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas perhubungan masih belum tegas 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat Penerapan sistem 

pengelolaan parkir belum sesuai dengan peraturan yang ada, karena 

mengalami banyak hambatan di lapangan. Hambatan tersebut adalah 

belum seluruh wajib pajak terdata dalam daftar pengelola pajak parkir di 

bangkinang kota. Serta tidak diterapkannya sanksi yang nyata bagi wajib 

pajak yang kurang atau terlambat dalam membayar pajak. 

3. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Kampar adalah 

sangat berkontribusi. Sebab pendapatan retribusi parkir di Bangkinang 

menyumbang PAD bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. 

4. Daerah Perparkiran yang paling efektif dan besar kontribusi nya itu 

berasal dari ibukota kabupaten Kampar sendiri yaitu Bangkinang kota, 

Sedangkan yang paling sedikit kontribusi nya berasal dari Kec.Rumbio 

Jaya 
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6.2. SARAN  

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Perlu diperhatikan dan dibenahi mekanisme atau cara kerja aparatur 

pelaksana pengawasan pajak daerah yang berfungsi untuk 

melancarkan atau menyukseskan pemungutan pajak agar kedepanya 

lebih baik lagi. 

2. Perlu ditingkatkanya kinerja aparat pemungut dan pengawasan 

pemungutan pajak yang disiplin dan baik sesuai dengan peraturan 

daerah yang berlaku. 

3. Dibuat penyuluhan kepada wajib pajak agar mengerti pentingnya 

retribusi parkir sebagai salah satu bagian dari pajak daerah dalam 

membiayai pembangunan daerah. 
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Wawancara Bersama Ibu Kepala Bidang Prasarana 
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Wawacara Bersama Bapak Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana 
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Wawancara Bersama Bapak Koordinator Parkir Kec. Bangkinang Kota 

 

 

 



80 
 

 

Wawancara Bersama Masyarakat/ Pengguna Jasa Parkir 

 

Wawancara Bersama Masyarakat/ Pengguna Jasa Parkir 



81 
 

 

Wawancara Bersama Masyarakat/ Pengguna Jasa Parkir 
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